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Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) analisis manajemen Tenaga Bantu di Dinas
Dikpora DIY, (2) analisis faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen
Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, (3) analisis permasalahan dan Langkah-
langkah yang dialami dalam manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY,
dan (4) deskripsi kebutuhan atau perbaikan aturan yang harus dilakukanuntuk
perbaikan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Dikpora DIY
pada bulan September — November 2021. Subjek penelitian ini terdiri dari : (1)
Kepala Balai Dikmen Kabupaten/Kota se DIY, (2) Kepala Tata Usaha Balai
Dikmen se Kabupaten/Kota se DIY, (3) Kepala UPT (BTKP, BPO dan BLPT),
(4) ASN Pengadministrasi Kepegawaian Dinas Dikpora DIY, dan (5) Wakil
Kepala Dinas Dikpora DIY. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan
dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.Teknik
analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang meliputi
pengumpulan data reduksi,penyajiandata, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan
data menggunakan Teknik trianggulasi. Hasil penelitian secara umum
manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY sudah berjalan dengan baik,
selain itu hasil penelitian menunjukkan: (1) manajemen Tenaga Bantu di Dinas
Dikpora DIY terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan
pengawasan/evaluasi, (2) faktor pendukung danfaktor penghambat manajemen
Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, (3) permasalahan dan Langkah-langkah
yang dialami dalam manajemen Tenaga Bantudi Dinas Dikpora DIY, dan (4)
Kebutuhan atau perbaikan yang harus dilakukan untuk perbaikan manajemen
Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY.

Kata kunci: Manajemen, Tenaga Bantu, Dinas Dikpora DIY.
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Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta

Abstract

The objectives of this study are: (1) analysis of the management of Auxiliary
Workers in the DIY Education and Development Office, (2) analysis of supporting
factors and inhibiting factors of Auxiliary Power management in the DIY
Education and Development Office, (3) analysis of problems and steps
experienced in the management of Auxiliary Workers in the DIY Education and
Development Office, and (4) description of the needs or improvement of rules that
must be done to improve the management of Auxiliary Workers in the DIY
Education and Development Office. This type of research is qualitative research.
This research was carried out at the DIY Education and Development Office in
September — November 2021. The subjects of this study consisted of: (1) Head of
Balai Dikmen Kabupaten / Kota se D1Y, (2) Head of Administration Balai Dikmen
se Regency / City se DIY, (3) Head of UPT (BTKP, BPO and BLPT), (4) ASN
Administration of Personnel of the DIY Education and Development Office, and
(5) Deputy Head of the DIY Education and Development Office. Data collection
techniques in this study include interviews, observation and documentation. The
validity of the data is done using source triangulation techniques and
triangulation techniques. Data analysis techniques use qualitative descriptive
analysis which includes collecting reduction data, presenting data, and raising
conclusions. Data validity using trianggulation techniques. The results of the
research in general the management of Auxiliary Workers in the DIY Dikpora
Office have been running well, besides that the results of the study show: (1) the
management of Auxiliary Workers in the DIY Dikpora Office consists of planning,
organizing, implementing and supervising / evaluating, (2) supporting factors
and inhibiting factors of Auxiliary Power management in the DIY Dikpora Office,
(3) problems and steps experienced in the management of Auxiliary Workers in
the DIY Dikpora Office, and (4) Needs or improvements that must be made to
improve the management of Auxiliary Workers in the DIY Education and
Development Office.

Keywords: Management, Auxiliary Personnel, Dikpora DIY Service

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam berfungsinya suatu
organisasi. Begitu pula dengan organisasi pemerintahan di Indonesia dimana Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang merupakan sumber daya manusia utama merupakan orang
yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Enadarlita &
Affiani, 2019). Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang berlangsung hingga saat ini,
daerah tidak dapat dipisahkan dari peran tenaga kerja perkotaan sebagai sumber daya
pelaksana urusan provinsi (Nasir, 2019). Salah satu upaya pemda untuk
memaksimalkan pelayanan sosial adalah dengan merekrut tenaga kerja non PNS.
Sementara itu, sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106
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Tahun 2020 tentang Pengelolaan tenaga bantu. Tenaga bantu adalah seseorang yang
memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat untuk jangka waktu tertentu untuk mengisi
pangkat aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak diurus oleh aparatur sipil
negara yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Widayat, 2022).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung optimalisasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,
dibutuhkan Tenaga Bantu di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta (Nuraviva et al., 2017). Berdasarkan pertimbangan bahwa Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pegawai Tidak
tetap di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai
Kontrak sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti,
sehingga menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Tenaga Bantu yang ada
di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Dinas Dikpora DIY sendiri
pada akhir Tahun 2020 tercatat ada kurang lebih 2.242 Tenaga Bantu yang tersebar di
kantor Induk, Unit Pelayanan Teknis (UPT), Balai Pendidikan Menengah
Kabupaten/Kota dan sekolah negeri baik SMA, SMK dan SLB, sehingga dibutuhkan
perencanaa, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi yang baik agar pengelolaan
Tenaga Bantu di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta bisa berjalan baik dan bisa menjadi salah satu acuan pengelolaan sumber
daya manusia yang profesional di instansi pemerintahan.

Manajemen adalah suatu proses tertentu yang menggunakan bakat atau
kompetensi untuk mencapai suatu tujuan, yang pelaksanaannya dapat mengikuti jalur
keilmuan dan juga menekankan keunikan atau gaya pemimpin dalam memanfaatkan
bakat lain (Ajefri, 2017). Manajemen sangat penting dalam segala bidang kehidupan.
Dengan manajemen, Kinerja organisasi dapat berfungsi secara optimal (Lisnawati,
2018: 1 3). Menurut G.R. Terry dalam Sukarnas (2011:10) membagi empat fungsi
utama manajemen yaitu: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan dan
(4) pengendalian. Menurut Arifin (2017), perencanaan (planning) adalah suatu proses
tindakan yang rasional dan sistematis yang menetapkan keputusan, tindakan atau
inisiatif yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan
secara efektif dan efisien. Tergantung pada tugas, perencanaan dapat dilakukan dalam
beberapa tahap, yaitu: (1) analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan staf, (2)
peramalan kebutuhan staf, (3) penentuan kebutuhan staf masa depan, (4) ketersediaan
personel analisis, dan (5) penetapan dan pelaksanaan program.

Menurut Saefullah (2012), pengorganisasian (organisasi) adalah suatu proses
dimana orang-orang yang terlibat dalam suatu organisasi tertentu dipertemukan dan
tugas serta fungsinya diintegrasikan dalam organisasi tersebut. Sedangkan
pengorganisasian menurut M Manullang (2005) adalah proses penyesuaian struktur
organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya. Menurut Ernest Dale dalam
Fattah (2020), organisasi adalah suatu sistem kegiatan kerjasama dari dua orang atau
lebih. Proses pengorganisasian dapat digambarkan dengan tiga langkah prosedural,
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yang meliputi: (1) Membagi semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai
tujuan organisasi, (2) Membagi seluruh beban kerja menjadi aktivitas yang secara logis
dapat dilakukan oleh satu orang, (3) Hasil kerja anggota organisasi menjadi satu
kesatuan yang harmonis, perolehan dan pengembangan mekanisme koordinasi.

Robbins dalam Suyuthi (2020) menegaskan bahwa implementasi (aktivasi)
adalah fungsi manajemen yang meliputi memotivasi bawahan, mempengaruhi individu,
memiliki saluran komunikasi yang efektif dan memecahkan berbagai masalah dan
perilaku karyawan. Menurut Terry (2009), aktivasi juga disebut sebagai tindakan dan
meliputi tindakan yang dilakukan oleh atasan untuk memulai dan melanjutkan tindakan
yang telah ditentukan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan dapat
tercapai. Menurut Meriza (2018), supervisi, atau pemantauan dan pengendalian, adalah
salah satu fungsi manajemen yang tujuannya adalah memberikan penilaian, mengoreksi
segala sesuatu yang dilakukan oleh bawahan untuk mengarahkan mereka ke jalan yang
benar. dengan warna Kontrol dapat didefinisikan sebagai proses yang memastikan
pencapaian tujuan organisasi dan manajemen. Pengawasan dapat dibedakan menjadi
pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dapat
dilakukan melalui observasi pribadi, yaitu. Inspeksi introspeksi secara langsung agar
terlihat hasil kerjanya, sedangkan Inspeksi tidak langsung adalah inspeksi jarak jauh
melalui laporan lisan dan tertulis.

Berdasarkan uraian di atas maka manajemen Tenaga Bantu dapat diartikan
sebagai proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan
(actuating), dan pengontrolan (controlling) Tenaga Bantu yang merupakan seseorang
yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk
mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan
aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Tenaga Bantu sendiri diatur dengan Peraturan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 74 Tahun 2019 yang kemudian diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020, dan selanjutnya untuk menyesuaikan
dengan perkembangan keadaan sehingga diubah lagi dengan Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020.Sedangkan menurut Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Tenaga Bantu.

Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini bertujuan untuk : (1) analisis
manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, (2) analisis factor pendukung dan
factor penghambat manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, (3) analisis
permasalahan dan langkah-langkah yang ditemui dalam manajemen Tenaga Bantu di
Dinas Dikpora DIY, dan (4) deskripsi kebutuhan atau perbaikan aturan yang harus
dilakukan untuk perbaikan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY. Penelitian
ini dapat memberikan masukan, saran, alternatif dan informasi tambahan bagi Dinas
Dikpora DIY dalam mengembangkan manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY.

Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY
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Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY terdiri atas perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Perencanaan Tenaga Bantu
di Dinas Dikpora DIY dilakukan dengan beberapa Langkah yaitu : (1) melakukan
koordinasi dengan sekolah, UPT dan Balai Dikmen, (2) analisis dan pemetaan
kebutuhan Tenaga Bantu, (3) Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja, (4)
usulan Tenaga Bantu, (5) dukungan sarana dan prasarana dalam perencanaan Tenaga
Bantu, dan (6) keterlibatan stakeholder dalam analisa pengusulan Tenaga Bantu. Dalam
penelitian tersebut ditemukan data Tenaga Bantu di Lingkungan Dinas Dikpora DIY,
yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY Berdasarkan Pendidikannya

No  UnitKerja SD SLTP SLTA/ D2 D3 S1 S2 Jumlah

Sederajat
1 Balai Dikmen 9 23 184 0 54 149 O 419
Kota Yogyakarta
2 Balai Dikmen 1 33 187 0 82 224 0 527
Kabupaten
Bantul
3 Balai Dikmen 0 6 78 0 57 100 0 946
Kabupaten
Kulon Progo
4 Balai Dikmen 2 10 112 5 20 198 1 348
Kabupaten
Gunungkidul
5 Balai Dikmen 5 14 154 1 33 140 2 349
Kabupaten
Sleman
6 Dinas Dikpora 0 2 36 0 32 95 0 697
DIY dan SLB
7 BTKP 0 0 6 0 6 6 0 18
8 BPO 0 0 2 0 0 2 0 4
9 BLPT 0 0 12 0 2 2 0 22
Jumlah 17 88 771 6 286 916 3 2.087
Sumber : UPT, Balai Dikmen dan Dinas Dikpora DIY, Oktober 2021
Tabel 2
Jumlah Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY Berdasarkan Jabatannya
No Unit Kerja Guru Pelaksana Jumlah
1 Balai Dikmen Kota Yogyakarta 138 281 491

4230 Syntax Literate, VVol. 8, No. 6, June 2023



Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa

Yogyakarta
2 Balai Dikmen Kabupaten Bantul 222 305 527
3 Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo 97 144 241
4 Balai Dikmen Kabupaten Gunungkidul 151 197 348
5 Balai Dikmen Kabupaten Sleman 103 246 349
6 Dinas Dikpora DIY dan SLB 80 85 165
7 BTKP 0 18 18
8 BPO 0 4 4
9 BLPT 0 16 16
Jumlah 791 1.296 2.087

Sumber : UPT, Balai Dikmen dan Dinas Dikpora DIY, Oktober 2021

Kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat
beberapa ahli desain. Menurut Mulyono (2008), perencanaan (planning) adalah suatu
proses tindakan atau langkah-langkah yang kemudian dilakukan sebagai bagian dari
upaya pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Perencanaan juga merupakan
kegiatan atau proses yang sangat penting dalam berbagai kegiatan organisasi, termasuk
pengelolaan personalia organisasi. Sementara itu, perencanaan umum menurut
Novalinda (2020) adalah proses menetapkan tujuan, mengevaluasi berbagai alternatif
pencapaian dan menentukan langkah-langkah. Perencanaan adalah suatu proses dalam
konteks manajemen personalia suatu organisasi, di mana kebutuhan personel masa
depan ditentukan berdasarkan perubahan yang terjadi dan pasokan tenaga kerja
organisasi yang ada.

Menurut Marihot (2009) mencatat bahwa perencanaan memiliki beberapa
tahapan, yaitu: (1) analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan personel, (2)
perkiraan kebutuhan personel, (3) penentuan. tentang kebutuhan staf di masa
mendatang, (4) analisis ketersediaan sumber daya manusia, dan (5) penetapan atau
implementasi program. Pendidikan mandiri dan dinas pemuda juga menerapkannya
dengan kelancaran yang sedikit berbeda dalam proses staf pendukung perencanaan,
tetapi pada dasarnya langkah-langkah ini terlewatkan. Pengorganisasian helper di
Dikpora DIY dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) pembagian kerja
helper berdasarkan statusnya, (2) koordinasi bertahap sekolah, balai latihan, UPT dan
kantor Dikpora DIY, dan (3) pembentukan. hubungan kerja yang baik antara staf
pendukung dan staf pendukung, staf pendukung PNS dan atasan langsung dari staf
pendukung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat beberapa ahli, diantaranya
Muttagin (2018), bahwa organisasi adalah suatu proses dimana orang-orang yang
terkait dengan suatu organisasi tertentu dipersatukan dan tugas serta fungsi dalam
organisasi tersebut terintegrasi. Pendapat lain adalah M. Menurut Manullang (2005),
pengorganisasian adalah proses dimana struktur organisasi disesuaikan dengan tujuan,
sumber daya dan lingkungannya.

Sementara itu, menurut Setiawan (2017), pengorganisasian memerlukan tiga
langkah, yaitu: (1) merinci pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan
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organisasi, (2) membagi total beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas. yang dapat.
dilakukan dapat dilakukan secara logis oleh satu orang dan (3) memperoleh dan
mengembangkan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota
menjadi suatu kesatuan yang utuh dan harmonis. Selain itu pelaksanaan tenaga
penunjang di DIY dan dinas kepemudaan terdiri dari beberapa aspek yaitu: (1)
perolehan, (2) pengangkatan, (3) hak, kewajiban dan larangan, (4) kesejahteraan. , (5)
jam dan pakaian, (6) penggunaan, (7) disiplin, (8) pengawasan dan pelatihan, dan (9)
kualifikasi personel pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian aktivasi staf pendukung pelatihan dan kepemudaan
DIY menurut bentuk aktivasi manajemen pendukung dan menurut definisi, aktivasi
adalah kegiatan yang memotivasi, mengarahkan dan mempengaruhi semua anggota
agar kelompok secara sadar dan sukarela mau bekerja sesuai dengan rencana dan model
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka harus diperhatikan
prinsip-prinsip sebagai berikut (Rahman, 2017): (1) memperlakukan karyawan sebaik
mungkin; (2) mendorong tumbuh dan berkembangnya bakat dan keterampilan pegawai
tanpa mengurangi daya kreatifnya; (3) menanamkan semangat pada pegawai agar mau
terus berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya; (4) menghargai setiap
karya karyawan yang baik dan sempurna; (5) memperjuangkan keadilan dan bersikap
adil kepada setiap karyawan tanpa pilih kasih; (6) memastikan kesempatan yang
memadai untuk pengembangan pribadi, dan kesempatan belajar dan sumber daya yang
cukup untuk tujuan itu; (7) memberikan motivasi untuk mengembangkan potensi
pegawai melalui ide, gagasan dan hasil kerja (Harjanto, 2015). Selain itu, berdasarkan
pelatihan DIY dan aktivasi staf pendukung Biro Layanan Pemuda, mereka juga
melakukan tugas manajemen, yaitu. fungsi operasional kepegawaian menurut Malayu
S.P Hasibuan (2012) meliputi: (1) akuisisi, (2) pengembangan, (3) kompensasi, ()
integrasi , (5) pemeliharaan, (6) pemeliharaan, (7) disiplin, dan (8) pemutusan hubungan
kerja.

Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY juga dilakukan pengawasan/evaluasi
dengan cara : (1) pembimbingan dan pengarahan dalam bekerja, (2) pembinaan dan
rapatkoordinasi dengan Tenaga Bantu, (3) pemantauan dan kedisiplinan Tenaga Bantu,
(4) system informasi Tenaga Bantu melalui aplikasi Simpeg BKD DIY, (5) PNS
pengadministrasi Kepegawaian selalu mengingatkan tentang presensi apabila ada yang
lupa atau terlambat, dan (6) atasan memberikan penilaian sebagai salah satu
pengawasan dan evaluasi. Haisl Temuan di atas senada dengan pendapat Saefullah
(2012) yang menyatakan bahwa controlling atau pengawasan dan pengendalian adalah
salah satu fungsi manajemen yang berupaya mengadakan penilaian, mengadakan
koreksi terhadap segala hal yang telah dilakukan oleh bawahan sehingga dapat
diarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan. Sedangkan pengawas sendiri dapat
dibedakan menjadi pengawasan langsung dan pengawas tidak langsung, pengawas tidak
langsung, Pengawas tidak langsung ialah pengawas jarak jauh, yang berupa : (1)
laporan secara lisan, (2) laporan secara tertulis dan (3) laporan khusus (Effendi &
Juwita, 2021).
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Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Tenaga Bantu di Dinas
Dikpora DIY

Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY antara lain
: (1) adanya keterlibatan berbagai pihak, (2) adanya produk-produk hukum sebagai
landasan pengelolaan Tenaga Bantu, (3) adanya SK penetapan Tenaga Bantu, (4)
adanya kebijakan pimpinan, (5) adanya Adanya kesempatan Tenaga Bantu menjalin
kerja sama dengan pihak luar dalam peningkatan kapasitas diri, dan (6) adanya
Kerjasama yang baik antara PNS dan Tenaga Bantu. Dinas Dikpora DIY merupakan
salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DIY yang mempunya jumlah pegawai
dan unit kerja paling banyak, karena terdiri dari sekolah, Balai Dikmen dan Unit
Pelaksan Teknis (UPT). Keberadaan unit-unit kerja tersebut tersebar di seluruh DIY,
sehingga membutuhkan koordinasi berjenjang untuk mengakomodir  setiap
permasalahan dan kebutuhan yang ada. Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu di
Dinas Dikpora DIY yang kedua yaitu adanya produk hukum yang mengatur
pengelolaan Tenaga Bantu, sehingga hal ini semakin menambah pengakuan keberadaan
Tenaga Bantu tersebut, selain itu juga memudahkan semua instansi dalam mengelola
Tenaga Bantu di masing-masing instansi. Tenaga Bantu sendiri mulai ada dan dipergub
kan pada tahun 2019, dan sampai pada saat ini sudah 3 kali Peraturan Gubernur DIY
tentang Pengelolaan Tenaga Bantu tersebut mengalami perubahan, yaitu : (1) Peraturan
Gubernur DI'Y Nomor 74 Tahun 2019, (2) Peraturan Gubernur DI'Y Nomor 43 Tahun
2020, dan (3) Peraturan Gubernur DI'Y Nomor 106 Tahun 2020. Peraturan Gubernur
DIY tersebut direvisi/dirubah karena Peraturan Gubernur DIY sebelumnya sudah tidak
sesuai dengan perkembangaan keadaan.

Selain Peraturan Gubernur DIY, untuk analisis jabatan bagi Tenaga Bantu masih
mengikuti peraturan yang untuk PNS yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 Tahun
2021, sedangkan untuk disipin pegawai juga mengikuti Peraturan disiplin pegawai bagi
PNS yaitu Peraturan Pemerintah Rl Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawali,
sehingga jika ada permasalahan Tenaga Bantu yang berkaitan dengan pelanggaran
disiplin akan diproses beradasarkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 94 Tahun 2021.
Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY adalah adanya
Surat Keputusan Gubernur atau SK bagi Tenaga Bantu, sehingga hal tersebut semakin
menambah semangat dan motivasi bagi Tenaga Bantu dan juga Dinas Dikpora dalam
mengelola Tenaga Bantu. Bahwa sebelum ada Surat Keputusan Gubernur tersebut
Tenaga Bantu kedudukannya dalam ketidakpastian, karena mereka bekerja awalnya
hanya sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau Guru Tidak Tetap (GTT). Selain itu
factor pendukung lainnya adalah kebijakan pimpinan yang memperbolehkan Tenaga
Bantu untuk mengembangkan diri dan diberdayagunakan dengan diijinkan untuk
mengikuti kegiatan-kegiatan kedinasan lainnya diluar tugas pokoknya, mengikuti
perjalan dinas dan menjadi narasumber sesuai skills yang dimilikinya. Faktor
pendukung lain yang juga tak kalah pentingnya, yaitu terciptanya iklim kerja yang baik
antara Tenaga Bantu dengan Tenaga Bantu, Tenaga Bantu dengan PNS dan Tenaga
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Bantu dengan atasan langsungnya, sehingga menciptakan suasana yang nyaman
dikantor. Mereka saling menghormati dan saling berkolaborasi dalam menyelesaikan
dan melaksanakan tugas-tugasnya tanpa membedakan itu PNS ataupun Tenaga Bantu,
kerana sesuai dengan tujuan diangkat Tenaga Bantu yaitu untuk mengisi formasi
jabatanaparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan apparatus sipil
negaradengan pembiayaan dari anngaran pendapatan dan belanja daerah.

Sedangkan faktor penghambat manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY,
antara lain : (1) fasilitan kantor yang belum memadai, (2) kurangnya kebutuhan PNS
dan Tenaga Bantu, (3) kualifikasi Pendidikan dan latar belakang ketugasan Tenaga
Bantu, (4) tempat tinggal Tenaga Bantu yang jauh dari instansi di tempat bekerja, dan
(5) beban kerja PNS sering dilimpahkan kepada Tenaga Bantu.

Permasalahan dan Langka-langkah yang Ditemui dalam Manajemen Tenaga
Bantu di Dinas Dikpora DIY

Dalam Perencanaan Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY terdapat beberapa
masalah, yaitu: (1) perencanaan kebutuhan yang diajukan belum sepenuhnya
terpenuhi/dipenuhi olen BKD DIY, (2) pemetaan dan pendataan data kebutuhan Tenaga
Bantu belum maksimal, (3) seleksi setiap tahun belum tentu memenuhi kebutuhan tahun
ini, dan (4) perencanaan Tenaga Bantu yang terbentur dengan kualifikasi jabatan. Untuk
mengatasi masalah tersebut Langkah-langkah yang diambil yaitu : (1) pembinaan dalam
pemetaan Tenaga Bantu, (2) mengidentifikasi kebutuhan pegawai, (3) sosialisasi
pengelolaan Tenaga Bantu, dan (4) pengusulan kebutuhan Tenaga Bantu. Permasalahan
yang timbul dalam pengorganisasian Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, yaitu : (1)
Tenaga Bantu tidak diperkenankan menempati jabatan bendahara ataupun unsur
pembantu bendahara, dan (2) jabatan bendahara dan unsur pembantu bendahara
kekurangan pegawai, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Langkah-
langkah yang diambil adalah : (1) dilakukan pembinaan dan pengarahan, (2) identifikasi
kebutuhan Tenaga Bantu dengan cara pemetaan, penempatan, pelaksanaan dan
evaluasi, (3) memaksimalkan SDM dari tenaga PNS dan Tenaga Bantu.

Permasalahan dalam pelaksanaan Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, yaitu :
(1)jumlah Tenaga Bantu yang belum mencukupi, (2) kualifikasi Pendidikan yang
mempengaruhi terhadap kinerja Tenaga Bantu, dan (3) kesulitan pihak sekolah untuk
memberhentikan Tenaga Bantu apabila di sekolah tersebut ada tambahan CPNS karena
pertimbangan kemanusiaan, dan untuk mengatasi permasalah tersebut dilakukan
Langkah-langkah sebagai berikut : (1) dilakukan pembinaan dan pengarahan kepada
Tenaga Bantu, (2) melakukan penguatan Kinerja sesuai dengan tupoksi dan jabatan
Tenaga Bantu, (3) perlunya pemahaman tentang pemetaan jabatan, dan (4) diklat
kompetensi  berkaitan dengan ketugasa Tenaga Bantu. Sedangkan dalam
pengawasan/evaluasi Tenaga Bantu tidak ada permasalahan yang begitu rawan karena
sudah diantisipasi dengan Langkah-langkah sebagai berikut : (1) pembinaan dan
pengarahan Tenaga Bantu, (3) melakukan pembinaan secara berkala melalui apel dan
rapat-rapat koordinasi serta pengawasan yang melekat, (3) pemberian informasi aturan
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Tenaga Bantu secara rutin, dan (4) memantau kehadiran dan kinerja Tenaga Bantu.

Kebutuhan atau Perbaikan Aturan yang harus Dilakukan untuk Perbaikan
Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY

Kebutuhan atau perbaikan aturan yang harus dilakukan untuk perbaikan
manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY yaitu antara lain : (1) penerbitan
peraturan-peraturan Gubernur DIY yang mengatur tentang Tenaga Bantu, (2) peraturan
yang lebih memperhatikan kesejahteraan Tenaga Bantu, (3) peraturan tentang
penyesuaian ijazah bagi Tenaga Bantu dan (4) peraturan kualifikasi jabatan dan tupoksi
Tenaga Bantu.

Kesimpulan

Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY jika dikaitkan dengan fungsi-
fungsi manajemen bias dikatakan sudah baik karena setiap fungsi manajemen memuat
indicator-indikator yang disampaikan atau pendapat para ahli. Manajemen Tenaga
Bantu di Dinas Dikpora DIY sendiri terdiri atas perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi. Faktor pendukung manajemen Tenaga Bantu
antara lain : (1) adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan manajemen
Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY, (2) adanya produk-produk hukum sebagai
landasan pengelolaan Tenaga Bantu, (3) adanya Surat Keputusan/SK penatapan Tenaga
Bantu dari Gubernur DIY, (4) adanya kebijakan pimpinan yang memihak keberadaan
Tenaga Bantu, (5) adanya kesempatan Tenaga Bantu untuk menjalin kerja sma dengan
pihak luar dalam peningkatan kapasitas diri Tenaga Bantu, dan (6) adanya Kerjasama
yang baik antara PNS dan Tenaga Bantu. Juga ditemui beberapa masalah dalam
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan/evaluasi, akan tetapi
juga ada langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga
pelaksanaan manajemen Tenaga Banttu di Dinas Dikpora DIY tetap bias berjalan
dengan baik. Sedangkan kebutuhan atau perbaiakan aturan yang dilakukan manajemen
Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY antara lain : (1) peraturan-peraturan Gubernur DIY
yang mengatur tentang Tenaga Bantu, (2) peraturan yang lebih memperhatikan
kesejahteraan Tenaga Bantu, (3) peraturan tentang penyesuaian ijazah bagi Tenaga
Bantu, dan (4) peraturan kualifikasi jabatan dan tupoksi Tenaga Bantu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dari peneliti adalah
: (1) Manajemen Tenaga Bantu di Dinas Dikpora DIY yang sudah baik hendaknya
dipertahankan, (2) faktor-faktor pendukung hendaknya bias dipertahankan
dandioptimalkan, (3) factor-faktor penghambat segera diatasi, (4) permasalahan-
permasalahan juga hendaknya segera dicari solusi yang terbaik, (5) kebutuhan atau
perbaikan aturan harus segera dilakukan untuk perbaikan manajemen Tenaga Bantu di
Dinas Dikpora D1Y, dan (6) perlunya si sistem informasi bagi Tenaga Bantu khususnya
di Dinas Dikpora DIY yang dapat mengakses data base, pengukuran Kinerja dan
evaluasi bagi Tenaga Bantu yang ada di Lingkungan Dinas Dikpora DIY.
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